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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,
alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, \sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu
beralamat di Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa
Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di
seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak
tertanggal 01 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:
530/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 01 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/036/1V/1998, yang dikeluarkan oleh
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Juni 2020;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan
Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Tulung
Agung, Provinsi Jawa Timur selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, sampai
akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa
tahu pergi kemana dan sampai sekarang tidak ada kabar serta antara
Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama,;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia seorang
anak yang bernama Nova Diyah Ayu Candra Binti Solikin, umur 21 tahun;

6. Bahwa keaadan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2008 antara Pemohon
dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon antara lain adalah :

a. Termohon marah kepada Penggugat karena Pengugat melarang Tergugat
untuk pergi keluar negeri;

b. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sebagai
suami;

8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada
tanggal 28 Oktober 2008, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak tahu pergi kemana serta
tidak ada kabar sampai dengan sekarang, Pemohon berusaha mencari
Termohon tapi tidak berhasil dan sampai sekarang antara Pemohon dengan
Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

suami istri, hal ini sudah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
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9. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak
berhasil;

10.Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil

Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya mejatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon (Termohon);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan #0046# telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/036/I\V/1998 tanggal
24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa
Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi;

1. Yudha bin Sidik, dibawah sumpahnya secara Islam telah
menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
tetangga Pemohon;

- Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah
kontrakan di rumah sendiri di Kabupaten Tulung Agung, Provinsi
Jawa Timur;

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan
harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2008, antara Pemohon dan
Termohon sudah berpisah rumah;

- Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan
Termohon berselisih dan bertengkar;

- Berdasarkan cerita Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena
bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon yang selalu
keluar rumah tanpa izin Pemohon;

- Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang dimana;

- Saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun
tidak berhasil bertemu dengan Termohon;

- Selama Termohon pergi hingga sekarang tidak pernah memberi
kabar ataupun pulang samasekali;
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- Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar terus
sabar menunggau Termohon, namun tidak berhasil;

2. Ucok S bin Saparudin, dibawah sumpahnya secara Islam telah
menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
kerabat dekat Pemohon;

- Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah
kontrakan di rumah sendiri di Kabupaten Tulung Agung, Provinsi
Jawa Timur;

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan
harmonis, sejak kurang lebih 12 tahun terakhir ini, antara Pemohon
dan Termohon sudah berpisah rumah;

- Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan
Termohon berselisih dan bertengkar;

- Berdasarkan cerita Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena
bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon yang selalu
keluar rumah tanpa izin Pemohon;

- Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang dimana;

- Saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun
tidak berhasil bertemu dengan Termohon;

- Selama Termohon pergi hingga sekarang tidak pernah memberi
kabar ataupun pulang samasekali;

- Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar terus

sabar menunggau Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon
bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka
perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung
Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat
permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah
melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi
absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide
Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat
permohonannya dan berdasarkan bukti P, Pemohon menyatakan bahwa
Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga
sampai sekarang, dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus
diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

4 o p fl.l"ll‘a = ?Lg J,E"-L-“i" I*EJD- "o EL. ,_',:l__ TS

o '
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Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an Il :
405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati pada setiap persidangan,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan
dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283
R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan
memeriksa bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan
saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon
untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanya, Pemohon

telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P berupa buku kutipan akta nikah yang dibuat
dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang telah bermeterai
cukup, dinazegelen maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif
Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan
Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah
terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan
keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi
syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Jo. Pasal
76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu secara formil dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan
oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, saling
berkesesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309
R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis
Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai
batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dan keterangan

Kuasa Pemohon di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang
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telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta

kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 April
2011 dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

2. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih
12 (dua belas) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri dikarenakan Termohon meninggalkan
Pemohon dengan pergi dari tempat kediaman bersama tanpa
sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi
keberadaannya,;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar
menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

2.  Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken
marriage);

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat
membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

<
.

ATAT T AF

-

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah : 227);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa
berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
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pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan
dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi
alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat
dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj’'i terhadap Pemohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Ujung Tanjung;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Rizal Sidiq Amin,
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S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. serta Putra
Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal
31 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442
Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Helmi, Cendra, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. Rizal Sidiq Amin, S.Sy.
Hakim Anggota I,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera,

Helmi, Cendra, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan Rp 1.180.000,00
PNBP Rp 20.000,00
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Biaya Redaksi Rp 10.000,00
Biaya Materai Rp 12.000,00
Jumlah Rp 1.302.000,00
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